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Skripsi ini berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 
Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun”, bertujuan untuk menjawab bagaimana praktik 
jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun 
Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan wawancara dan observasi 
kepada pelaku transaksi jual beli tersebut sebagai metode pengumpulan datanya. 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif dengan pola pikir deduktif kualitatif, yang menggunakan teori-teori 
berkaitan dengan jual beli untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, mekanisme jual beli 
gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilagkenceng Kabupaten Madiun 
dimulai dari penjual menghubungi pembeli yang dipercaya, kemudian terjadi 
penetapan jumlah dan harga gabah yang akan dijual berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak. Adapun penyerahan gabah dilakukan ketika musim panen tiba. 
Akan tetapi, jika hasil panen buruk, maka penyerahannya ditangguhkan pada 
musim panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut sudah sah menurut Pasal  
1457 dan 1450 KUHPerdata karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu 
perjanjian jual beli dalam hukum positif. Jadi, praktik jual beli gabah tersebut 
boleh dilakukan; kedua, mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini sah 
menurut hukum Islam Q.S. Al-Baqarah : 185 dan juga telah memenuhi rukun dan 
syarat jual beli. Adapun transaksi jual beli gabah tersebut termasuk kedalam jual 
beli salam. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, bagi 
pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli gabah 
tersebut. Selain mempertimbangkan kepercayaan kepada penjual, pembeli juga 
harus memperhatikan kualitas produk yang akan dibeli; kedua, penjual diharuskan 
mempunyai komitmen dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan atau 
hendak dijual, mengingat transaksi semacam ini mempunyai resiko akan adanya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah 
Swt. dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainya, 
diantaranya adalah akal dan fikiran. Dengan akal dan fikiran itu manusia 
diharapkan mampu memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-
Nya dengan baik. Allah Swt. menciptakan manusia dengan keadaan yang 
berbeda-beda, ada yang kaya ada yang miskin, ada yang besar ada yang kecil, 
tentunya semua itu sudah menjadi kehendak dan keadilan Allah Swt. adanya 
perbedaan ini agar manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain.  
Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada 
satupun manusia yang dapat hidup sendiri, manusia akan selalu membutuhkan 
satu sama lain dalam segala macam aktifitas sehari-harinya. Setiap manusia 
juga memiliki kepentingan terhadap manusia lainnya, dalam kegiatan-
kegiatan interaksi yang dilakukan oleh manusia ini terdapat hak dan kewajiban 
yang harus dipenuhi yang disebut muamalah.  
Selama kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya saling tolong-
menolong dalam hal kebaikan dan bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah 
Swt. maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah Swt. sebagaimana firman 
Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah: 2. 











































لٱ ُديِدَش َ َّللّٱ َِّنإ ٰۖ َ َّللّٱ
ْ
اوُق َّتٱَو ِِۚنََٰو  دُع
 








لََو ٰۖ َٰىَو  قَّلتٱَو ِ رِب
٢١ 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah : 2).1 
 
       Al-Qur’an dan hadis telah pedoman bagi manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Al-Qur’an dan hadis juga menjelaskan bahwa manusia 
diberi kesempatan yang luas untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber daya 
alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak 
langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif yang 
menguntungkan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Al-A’raf: 10 
dan Q.S Al-Mulk: 15.  
 َنوُرُك  َشت ا َّم 
ا





لۡٱ ِفِ  مُكَٰ َّن َّكَم  دََقلَو ١٠  
“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 
dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat 
sedikitlah kamu bersyukur” ( Q.S Al-A’raf : 10).2 
 




ُكَُو اَِهِبكاَنَم ِفِ 
ْ




لۡٱ ُمَُكل َلَعَج يِ
َّ
لَّٱَُو ُروُشُّنلٱ ِه 
َ
لَوَإِ ٰۦِِۖهق١٥  
“Dialah Allah Yang menjadikan bumi ini bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-




                                                          
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Bil Hadist, cet. 3 (Bandung: Cordoba, 2005), 106. 
2 Ibid., 151. 
3 Ibid., 563. 




































Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual beli dalam 
bahasa arab dikenal dengan istilah al-bay’ yaitu bentuk masdar dari al-bay’–
yabi’u–bay’an  yang artinya menjual. Sedangkan kata beli dalam bahas arab 
dikenal dengan istilah al-shira’ yaitu masdar dari kata shara yang artinya 
membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bay’ yang berarti 
menjual, menggganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-
bay’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni 
kata al-shira’ (beli).4 Dengan demikian, kata al-bay’ berarti jual, tetapi 
sekaligus juga berarti membeli. Kata jual menunjukan bahwa adanya 
perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara 
etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau 
memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. 
Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. 
Agar kita terhindar dari ketidak berkahan harta dan dapat meneladani sifat 
nabi Muhammad Saw. dalam berdagang. Selain itu, apabila suatu perdagangan 
dilakukan dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain 
dibenarkan juga merupakan suatu ibadah.5 Jadi, jual beli yang sesuai dalam 
tuntunan Islam selain  memiliki manfaat bagi pribadi dan masyarakat sekitar 
                                                          
4 Idri, Hadis Ekonomi (Surabaya: UIN Sunan Ampel pers, 2014), 86. 
5 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 113. 



































juga dapat di pahami sebagai kegiatan ibadah yang dapat mendekatkan kita 
kepada Allah Swt. 
       Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama 
Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, 
baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama 
suka, bukan karena paksaan. Seperti firman oleh Allah Swt. Q.S An-Nisa’: 29:  


















أ ََٰٓي ُكنِ رم ُٓولُت  قَت
َ
لََوا  
 اميَِحر  مُِكب َنَكَ َ َّللّٱ َِّنإ ۡۚ  مُكَسُفن
َ
أ٢  
“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil melainkan dengan jalan jual beli suka 
sama suka di antara kamu” (Q.S An-Nisa’ : 29)6 
 
Landasan syar’i yang menjadi dasar diperbolehkanya transaksi jual beli ini 
adalah Q.S Al-Baqarah : 275. 






ا َٰوَبِ ررلٱ َم.….  
 
“….padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba…” 
Namun demikian, meskipun sudah ada tuntunan mengenai bagaimana 
tata cara berdagang atau bertransaksi jual beli yang dianjurkan dalam Islam, 
masih terdapat banyak masyarakat muslim yang belum paham dan mengerti 
akan betapa pentingnya tuntunan tersebut. Hal ini dapat dipahami karena 
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal seperti itu terjadi, salah 
satunya adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat yang 
dilakukan secara turun-temurun. 
                                                          
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis, cet.3 (Bandung: Cordoba, 2005), 83. 



































Salah satu kegiatan berdagang atau transaksi jual beli yang dilakukan 
secara turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah transaksi jual beli gabah yang 
penyerahan objeknya (gabah) dilakukan setelah panen tiba dan pembayaranya 
dilakukan sebelum musim panen. Kemudian ketika petani mengalami hasil 
panen buruk atau gagal panen, maka rescheduling contract dilakukan dengan 
menyerahkan pada musim panen berikutnya dengan tambahan 3% dari jumlah 
gabah. Jika petani tidak bisa menyerahkan hasil panen tersebut maka terdapat 
opsi perubahan akad dari jual beli menjadi hutang piutang, yaitu dengan 
mengembalikan uang pembeli dengan tambahan 5% dari harga kesepakatan 
awal.  
Kegiatan transaksi ini dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duren 
kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang di latar belakangi oleh 
kebutuhan hidup. Seperti pada petani pada umumnya, masyarakat petani di 
Desa Duren hanya akan memperoleh uang ketika musim panen tiba. Biasanya 
panen terjadi setelah 6 bulan masa tanam selesai. Dalam waktu selama 
menunggu musim panen tiba, petani di Desa Duren memerlukan biaya-biaya 
untuk mencukupi kebutuhanya. Seperti biaya perawatan sawah, biaya sekolah 
anak, dan juga biaya kebutuhan yang mendesak lainya. Oleh karena itu para 
petani melakukan transaksi jual beli gabah dengan pembayaran sebelum 
panen.  
Di dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual 
beli agar jual beli yang telah dilakukan sah sesuai dengan hukum syara’. Dari 



































segi objek, barang yang diperjual belikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya 
jelas takaranya, dapat diserah terimakan, bermanfaat, serta milik sendiri. 
Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, 
Kebiasaan transaksi jual beli pada masyarakat di Desa Duren ini menarik 
untuk diteliti, yakni tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik jual 
beli gabah tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam? Berdasarkan latar belakang terebut, peneliti mengangkat judul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan 
Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng 
Kabupaten Madiun” 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
       Dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat di identifikasi pada 
penelitan ini adalah:  
1. Praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 
2. Akad yang digunakan dalam praktik juak beli gabah dengan pembayaran 
sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten 
Madiun. 
3. Tinjauan hukum Islam terhadap prakik jual beli gabah dengan pembayaran 
sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten 
Madiun. 



































Agar penelitian mengenai praktik jual beli gabah dengan pembayaran 
sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun 
tidak meluas dan maksimal, maka penulis menentukan batasan masalah yang 
ada pada penelitian ini, sebagai berikut:  
1. Praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan 
pembayaran sebelum panen. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di 
Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan 
pembayaran sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng 
Kabupaten Madiun? 
 
D. Tujuan Penelitian  
       Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli gabah dengan pembayaran 
sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten 
Madiun. 



































2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah dengan 
pembayaran sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng 
Kabupaten Madiun. 
 
E. Kegunaan Penelitian  
       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam 
dua aspek: 
1. Kegunaan Teoritis 
       Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu berguna dan 
bermanfaat dalam pengembangan fiqih muamalah dan dapat menjadi tolak 
ukur pandangan pada praktik jual beli gabah sebelum panen. 
2. Kegunaan Praktis 
       Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih 
pemikiran bagi masyarakat Desa Duren Pilangkenceng Kabupaten Madiun 
dan juga memberikan masukan yang berguna bagi pembahasan yang lebih 
lanjut untuk perbandingan penilitian selanjutnya. 
 
F. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Adapun kajian/penelitian yang 
pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 



































1. Skripsi karya Nur Afifatun Nadhiroh pada tahun 2015 dengan judul 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di 
Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bahwa pertama, sistem Ijo (Ngijo) yang dilakukan 
akadnya tidak sempurna. Kedua, sistem Ijo (Ngijo)  bukan termasuk akad 
qard (hutang piutang), serta adanya tambahan 5% padi, maka dalam 
hutang piutang sistem Ijo (Ngijo) tersebut tidak sesuai dengan hukum 
Islam, karena termasuk kategori riba nasi’ah yang hukumnya haram.7 
2. Skripsi karya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Siti Afifah pada 
tahun 2016 dengan judul ”Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis 
terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong 
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Pekalongan” . Di dalam penelitian ini 
apabila pembeli untung pembeli diam saja tapi sebaliknya apabila pembeli 
rugi, maka pembeli meminta ganti rugi dengan cara meminta hasil panen 
selanjutnya. Di dalam proses ganti rugi ini terdapat akad yang tidak 
sempurna rukunya, sehingga menjadikan akad jual beli tersebut 
diasumsikan dengan jual beli terlarang.8 
3. Skripsi karya Luqman Hakim pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Sletongan di Desa Dororejo 
                                                          
7Nur Afifatin Nadhiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di 
Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2015). 
8 Siti Afifah, “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cenkeh 
di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal” (Skripsi--UIN Wali Songo 
Semarang, 2016). 



































Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”. Jual beli Sletongan adalah 
proses jual beli hasil tanaman buah Durian. Hasil penelitian ini 
menunjukan pelaksanaan jual beli Sletongan tidak sah, karena ada syarat 
dan rukun akad yang tidak terpenuhi.9 
4. Skripsi karya Lilik Mailidah pada tahun 1999 yang berjudul “ Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Gabah sistem Nguyang di Desa 
Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan”. Di dalam transaksi jual 
beli dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli sistem Nguyang ini 
diperbolehkan dalam Islam, sebab di dalam jual beli tersebut tidak ada hal-
hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli 
menurut Islam.10 
      Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi penulis terletak pada substansi 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis mempermasalahkan terkait objek yang 
akan dijadikan transaksi jual beli belum ada, sedangkan negosiasi dan 
pembayaran sudah dilakukan. Kemudian juga terdapat rescheduleing contract 
dan perubahan akad jika petani tidak bisa menyerahkanya dengan tambahan 
harga dari kesepakatan awal. Objek penelitian skripsi penulis ini adalah GKG 






                                                          
9 Luqman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sletongan di Desa Dororejo 
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan” (Skripsi–IAIN Wali Songo Semarang, 2012). 
10 Lilik Mailidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di 
Kelurahan Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan” (Skripsi–IAIN Sunan Ampel, 1999). 



































G. Definisi Operasional 
       Dalam penelitian ini menjelaskan beberapa definisi operasional terhadap 
setiap variabel yang akan diamati. Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak 
menimbulkan penyimpangan dalam penafsiran dan untuk menghindari adanya 
kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul maka penulis sedikit 
menjelaskan tentang bagian penting dari judul penelitian: 
1. Hukum Islam: seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari Al-
Qur’an, Hadis dan pendapat ahli hukum Islam yang berkaitan dengan akad 
jual beli.11 
2. Jual-Beli: suatu kegiatan tukar menukar gabah atas dasar suka sama suka 
atau peralihan menurut kebiasaaan masyarakat setempat dengan 
pembayaran sebelum panen. 
3. Gabah kering: hasil tanaman padi yang telah di panen dan dilepas dari 
tangkainya dengan cara dirontokan yang sudah melalui proses pengeringan 
dan pembersihan. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang lagkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 
dengan permasalahan tertentu yang diolah, di analisis, di ambil kesimpulan, 
dan selanjutnya dicarikan bagaimana solusinya.12 
                                                          
11Admin, “Pengertian Hukum Islam”, dalam https://kbbi.web.id/hukum.html, diakses pada 13 
Maret 2018. 
12Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah  (Jakarta: Logos, 2001), 1. 



































Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilakukan di kancah medan terjadinya gejala-gejala.13 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. 
Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan 
jual beli untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Dalam hal ini realitas 
yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang akan 
dilakukan. Penelitian lapangan dilakukan dengan maksud untuk mempelajari 
secara intensif  tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta 
interaksi unit lingkungan sosial tertentu.14 Dan kepustakaan yaitu 
pengumpulan data dengan melakukan study penelaahan terhadap buku-buku, 
litelature, catatan dan laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang 
akan dipecahkan. Tujuan penelitian kasus merupakan studi mendalam 
mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas 
dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. 
Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 
Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun” memiliki subjek penelitian berupa 
individu, kelompok, instansi, dan masyarakat khususnya petani yang ada di 
Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan obyek 
penelitian ini adalah praktek jual beli gabah sebelum panen di Desa Duren 
                                                          
13Sutrisno Hadi, Metodologi Riset I & II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 
1983), 10.  
14 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002), 54-55. 



































Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Adapun rangkaian kegiatan 
dan berbagai tahapan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang 
terkait adalah sebagai berikut: 
1. Lokasi Penelitian 
       Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang akan diambil sampel kegiatan 
transaksi jual beli gabah. 
2. Data yang akan Dihimpun 
Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang terkait 
dengan praktek jual beli gabah sebelum panen di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang meliputi:  
a. Data proses penentuan jumlah dan harga gabah yang akan dijual. 
b. Data proses pelaksanaan akad ijab dan kabul. 
c. Data proses pembayaran uang oleh pembeli. 
d. Data proses penyerahan gabah oleh penjual. 
e. Data proses perubahan jumlah dan harga gabah yang telah disepakati. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah sumber dari mana data akan di peroleh dan di gali 
dalam proses penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat 
dalam penelitian ini maka, yang akan menjadi sumber data dalam 
penelitian ini adalah: 
 
 



































a. Sumber primer 
       Sumber primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
Sumber primer dalam penelitian ini adalah data tentang jual beli gabah 
dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Sumber penelitian ini diperoleh 
dari masyarakat yang menjadi penjual dan pembeli dalam transaksi jual 
beli gabah dengan pembayaran sebelum panen dan masyarakat yang 
tidak melakukan jual beli gabah sebelum panen. 
b. Sumber sekunder 
       Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, 
artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 
teori jual-beli menurut ketentuan hukum Islam yakni meliputi nash-
nash Al-Qur’an dan hadits. Kitab-kiab, artikel, jurnal, dan pendapat 
ulama’ yang berkaitan dengan praktek-praktek jual beli.15 
4. Teknik Pengumpulan Data 
       Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
a. Metode observasi 
       Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 
mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 
                                                          
15Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006), 30-31. 



































berkaitan dengan sumber data, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 
waktu, peristiwa, dan tujuan.16 
b. Metode wawancara 
       Metode wawancara adalah merupakan suatu teknik yang dapat 
digunakan untuk mengumpulkan suatu data penelitian. Secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu 
kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) 
dan sumber informasi yaitu penjual dan pembeli yang di wawancarai 
melalui komunikasi secara langsung.17 
c. Metode dokumentasi 
       Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data berupa 
dokumen yang merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu 
yang sudah terlalu. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, 
peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait 
dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna 
dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa bentuk teks 
tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.18 
 
 
                                                          
16 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, cet. 2 (Yogyakarta: 
AR-RUZZ MEDIA, 2017), 243. 
17Yusuf A. Muri, Metode Penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan Penelitian Gabungan, edisi 
pertama (Jakarta: Kencana, 2014), 372.  
18Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial, cet. 2 (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), 118-129. 



































5. Teknik Pengolahan Data 
       Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan 
hal-hal berikut: 
a. Editing, adalah suatu proses memeriksa kelegkapan data. Teknik ini 
digunakan untuk pemeriksaaa data-data yang telah diperoleh. 
b. Organizing, adalah proses penyusunan hasil data-data editing sehingga 
menghasilkan data yang bagus dan mudah dipahami. 
6. Teknik Analisis Data 
       Proses analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai 
untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash Syar’i dan hasil ijtihad ulama 
sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui 
dalam masyarakat. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
       Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi dalam lima (5) bab, 
antara lain: 
Bab pertama, yaitu  pendahuluan yang menguraikan tentang hal-hal yang 
melatarbelakangi penelitian antara lain latar belakang masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, adalah kerangka teortitis atau landasan teori yang mendasari 
penelitian itu, dalam hal ini penelitian mencakup membahas tentang konsep 



































jual-beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian jual-beli, 
landasan hukum jual-beli, syarat dan rukun jual beli, serta macam-macam dan 
bentuk jual beli. 
Bab ketiga, dalam penelitian ini membahas tentang objek yang berkaitan 
dengan praktek jual beli gabah sebelum panen di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun, yang meliputi keadaan umum masyarakat 
yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan sosial 
budaya, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan 
sosial agama, dan membahas tentang mekanisme jual beli gabah dengan 
pembayaran sebelum panen yang diawali dari menghubungi calon pembeli, 
menetapkan harga, melakukan akad ijab kabul, pembayaran uang dan disusul 
dengan penyerahan gabah ketika panen. 
Bab keempat, yaitu merupakan analisis data, yakni tinjauan hukum Islam 
terhadap jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen. 
Bab kelima, adalah kesimpulan akhir terhadap penelitian yang dambil dari 
pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada 
dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.




































JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Perjanjian (overeenkomst), menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah 
suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengaitkan dirinya 
kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut Abdulkadir 
Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau 
lebih saling mengiakatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam 
lapangan harta kekayaan.  
Dalam definisi di atas, secara jelas terdapat konsensur antara para 
pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainya, selain itu 
perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. 
Perumusan ini erat hubunganya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
Dalam perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur 
perjanjian, antara lain: 
a. Adanya pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak. 
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. 
c. Ada tujuan yang akan dicapai. 
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 
e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 



































f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 
Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, 
harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut KUHPerdata Pasal 1320 
syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu: 
a. Syarat subyektif 
       Syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek 
perjanjian. Syarat subyektif perjanjian meliputi, adanya 
kesepakatan/izin (toesteming) kedua belah pihak dan kedua belah 
pihak harus cakap bertidak. 
b. Syarat obyektif 
Syarat obyektif adalah syarat yang erkaitan dengan obyek 
perjanjian. Syarat obyektif perjanjian meliputi adanya obyek 
perjanjian (onderwerp der overeenskomst) dan adanya sebab yang halal 
(geoorloofde oorzaak).1 
Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak nominat  
yang merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata 
perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama benoemde. Perjanjian jual 
beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1450 KUHPerdata. 
Batasan pengertian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 yang berbunyi: 
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”2 
 
                                                          
1 Tutik, Titik Triwulan. Hukum perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. 5 (Jakarta: 
KENCANA Prenadamedia Group, 2015), 221-225. 
2 Suparni, Niniek. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 358. 



































Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli di atas adalah: 
g. Subyek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli. 
h. Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang 
menjadi obyek jual beli dan harga barang tersebut. 
i. Hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli. 
Perjanjian jual beli terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Dalam 
hal ini tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak 
antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang 
diperjualbelikan. Dalam hal ini tercapainya kata sepakat tidak 
menyebabkan barang langsung menjadi hak milik pembeli, tetapi harus 
dilakukan leavering benda yang penyerahannya tergantung pada jenis 
bendanya. 
Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari perjanjian 
jual beli, selama memenuhi syarat sudah dewasa dan tidak berada dibawah 
pengampuan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata bahwa seseorang dinyatakan 
telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan 
telah menikah. 
Obyek perjanjian jual beli adalah semua benda baik yang bergerak 
maupun tidak bergerak, kecuali: 
a. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. 
b. Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. 
c. Benda milik orang lain. 



































Pada saat seorang penjual dan pembeli mengikatkan diri maka akan 
timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Pasal 1473 KUHPerdata 
menyebutkan bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas 
untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan 
dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugianya. 
Ada dua kewajiban utama dari seorang penjual yaitu menyerahkan barang 
dan menanggungnya. Dalam Pasal 1519 KUHPerdata menjelaskan, hak 
seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang 
diperjualbelikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli 
kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dengan 
mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian. 
Dalam Pasal 1513 KUHPerdata, kewajiban pembeli adalah membayar 
harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut 
perjanjian. Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian, 
jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. 
KUHPerdata tidak secara tegas memeberikan bentuk perjanjian,  
termasuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan 
dan tertulis. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dapat 
dilakukan hanya dengan dasar kata sepakat dari para pihak tentang barang 
dan harga yang diperjualbelikan. Perjanjian jual beli secara tertulis yaitu 



































dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang autentik ataupun akta di 
bawah tangan.3 
       Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian 
dengan mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam 
Pasal 1458 KUHPerdata jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencpai sepakat tentang 
kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum 
diserahkan, maupun harganya belum disepakati. Dalam Pasal 1458 
KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suau perjanjian 
konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 
setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, 
baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis 
menunjukan saat lahirnya perjanjian.  
       Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bay’ yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal 
al-bay’ dalam Terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian 
lawanya, yaitu lafal al-Shirā yang berarti membeli. Dengan demikian, al-
bay’ mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut 
hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta 
benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui 
                                                          
3 Ariyani, Evi. Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Ombak, 2013), 30-33. 



































cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, 
dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta 
pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. 
Secara epistimologi, jual beli berarti pertukaran mutlak, kata al-bay’ 
penggunaanya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-
masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang 
berbeda. Dalam syari’at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu 
dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan 
persetujuan dan hitungan materi.4 Sedangkan menurut pengertian dan 
istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain 
dengan cara tetentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata “bay’un” 
(jual) itu adalah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan 
agama menambahkan persyaratan saing rela (suka sama suka). Ada yang 
mengatakan bahwa “jual” itu adalah ijab kabul(penyerahan dan 
penerimaan transaksi, sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 
“tijarātan antarādin” yang beerarti perniagaan yang terjadi suka sama 
suka.5 Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar’i sebagai akad 
yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan 
cara khusus. Ada juga yang menyebut kata akad untuk terjadinya satu akad 
atau hak milik yang lahir dari suatu akad seperti dalam ucapan seseorang 
“fasakhtu al-bay’a” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa 
                                                          
4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  terj. Nor Hasanuddin, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 
120.  
5 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Surabaya: Erlangga, 2012), 110. 



































dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan 
hal-hal yang menjadi akibat dari akad. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
       Hukum Jual beli adalah mubah, namun hukumnya juga bia berubah 
menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung situasi dan kondisi 
berdasarkan asas maslahat.  
Allah Swt. berfirman:   




















أ ََٰٓي  ض




آُولُت  قَت 
َ
لََو ۡۚ  مُكنِ رم٢٩ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil melainkan dengan jalan jual beli 
suka sama suka di antara kamu” (Q.S An-Nisa’ : 29)6 
 
Di dalam Islam tidak ada aturan yang mendatangkan kesulitan. 
Termasuk di dalam transaksi jual beli, hanya menyerahkan persoalan ini 
pada pemeluknya,  selama tidak menyimpang dari aturan yang sudah di 
tentukan oleh syara’. seperti pada firman Allah Swt. dalam surat Al 
Baqarah : 185 sebagai berikut:  




لٱ َنِ رم  تََِٰنريَبَو ِساَّنِل






لَّٱ َناَضَمَر ُر  هَش َد 








أ اًضِيرَم َنَكَ نَمَو ُٰۖه  مُصَي
 
َلف َر  ه َّشلٱ ُمُكنِم ُم 
 ُكَّلََعلَو  مُكَٰ ىَدَه اَم َٰ
َ
َعَل َ َّللّٱ 
ْ




اُولِم  كُِلتَو َ  سُۡع
 
لٱ ُمُِكب ُدِيُري 
َ
لََو َ  ُسۡي
 
لٱ  م
 َنوُرُك  َشت١٨٥  
 “(Beberapa hari yang ditentukan ini ialah) Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela (antara 
                                                          
6 Ibid., 83. 



































yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka dalam perjalan 
(lalu ia berkata), maka (wajiblah baginya berpuasa). Sebanyak hari yan 
telah ditinggalkan itu, pada har-hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudian bagianya dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas 
petnujuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”  
(Q>.S Al-Baqarah : 185) 
 
Keterangan ayat di atas adalah bahwasanya Allah Swt. telah melarang 
hamba-Nya mencari harta dengan cara bathil dan cara-cara mencari 
keuntungan yang tidak sah dan melangar syara’. Seperti riba, perjudian dan 
yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-
akan sesuai dengan hukum syara’.7 
Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits Rasulullah Saw, beliau 
bersabda:  
 ِبْسَكْلا ّيأ :َلىُسَمّلَسَوِهْيَلَعُهللايّلَص ّبِّنلا ّنأ ، ُهْنَع للها َيِظَر ِعِفَار ِنب َةَع َاِفر ْنَء  ُبَييأ 
)ميكلحا هححصو رّازبلا هاور( ِرْوُر ْ بَم ِعْي َب ٌلَُكو ِهِدَي َب ِلُجٌرلا ُلَمَء :َلاَف َف 
“Dari Rifa’ah bin rafi’i bahwasanya Nabi Saw. ditanya: “pencarian 
apakah yang paling baik?” beliau menjawab: ialah orang yang bekerja 
dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al- Bazzar 
dan disahkan oleh Hakim)8 
 
Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, 
sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, adapun 
makna khianat adalah lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan 
                                                          
7 Salim Bahreisy dan Said Bahraeisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, jilid II (Surabaya: PT. 
Bina Ilmu, 1990), 361. 
8 Aḥmad Ibn Ḥanbal, Sunan Aḥmad: Mausu>’ah al-H}a>di>th al-Ṣari>f , edisi kedua (t.tp.: Global Islamic 
Software Company, 1991-1997). 



































bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seerti dia menyifati 
dengan sifat yang tidak benar atau memberi harga yang dusta. 9 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan 
pendapat. Menurut mahzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul 
saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah 
kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.10 
Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:11 
a. Bay’ (penjual) 
b. Mustarī (pembeli) 
c. ṣighah (ijab dan kabul) 
d. Ma’qūd (benda-benda yang di perjual belikan) 
Syarat sah jual beli dalam suatu akad ada 7 syarat:  
a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak 
untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahanya. Jika seorang 
dipaksa menjual barang miliknya dedngan cara yang tidak di benarkan 
hukum maka penjualan yang dia lakukan batal dan tidak terjadi 
peralihan kepemilikan, demikian pula halnya bila seorang di paksa 
membeli. 
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang 
yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan 
                                                          
9 Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Amzah, t.t.), 25. 
10 Syaiful Jazil, Fiqh Muamalah (Surabaya: UINSA Press, 2014), 98. 
11 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74. 



































oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan 
seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperi membeli 
kembang gula, korek api, dan lain-lain. 
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 
kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa 
izin pemiliknya.  
d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak 
boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-
lain. 
e. Objek transaksi adalah barang yang biasa di serah terimakan. Maka, 
tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat 
di serah terimakan. 
f. Objek jual beli di ketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak 
sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat 
terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. 
g. Harga objek jual beli harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli 
di mana penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan 
harga yang akan kia sepakati nantinya”.12 
4. Hukum dan Sifat Jual Beli 
Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli 
menjadi 2 macam: 
                                                          
12 Yusuf Alsubaily, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam 
Ekonomi Modern, terj. Erwandi Tarmizi (t.tp.: Darul Ilmi, t.t.), 6. 
 



































j. Jual beli yang sah (sahīh) 
       Jual beli yang sahīh adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara’  
baik rukun maupun syaratnya. 
k. Jual beli yang tidak sah (batal) 
Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah 
satu syarat dan rukuny sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. 
Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang 
sama. 
Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang 
ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan 
khiyar lagi, maka jual beli itu sahīh dan mengikat kedua belah pihak. 
Umpamanya, seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual 
beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak 
ada cacat, dan tidak ada rusak, uang yang sudah diserahkan dan barangpun 
sudah diterima dan tidak ada lagi khiyār.13 
     Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli 
menjadi 3 yaitu: 
a. Jual beli sahīh 
       Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, 
sesuatu yang di perjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. 
 
                                                          
13 Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), 118-125. 



































b. Jual beli batal 
Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang 
tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti 
jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. 
c. Jual beli fasid (rusak) 
Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi 
tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan 
oleh orang yang mumayiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan 
pertentangan. 
      Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur 
ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.14  
5. Jual Beli yang Dilarang  
       Berkenaan  dengan jual beli yang diralang dalam Islam. Wahbah al-
Zuhaily meringkasnya sebagai berikut: 
a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad) 
       Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahīh apabila 
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-




                                                          
14 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah..., 93. 



































1) Jual beli oleh orang gila 
Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli oleh orang yang gila tidak sah. 
Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain. 
2) Jual beli oleh anak kecil  
Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli oleh anak kecil (belum 
mumayyiz) di pandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan 
dan sepele. Menurut ulama Syafi’iyah, jual beli anak mumayyiz yang 
belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah. 
Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual 
beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara 
lain beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan 
memberikan keleluasaan untuk jual beli.  
3) Jual beli oleh orang buta 
Jual beli oleh orang buta dikategorikan sahīh menurut jumhur 
ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-
sifatnya).  
Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli oleh orang yang buta 
itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan baranag yang jelek dan 
yan baik. 
4) Jual beli terpaksa 
       Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti 
jual beli fudhūl (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan 
(mauqūf).  



































Oleh karena itu keabsahanya ditangguhkan sampai rela (hilang 
rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim bagnya ada 
khiyar. Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli 
tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad. 
5) Jual beli fudhūl 
Jual beli beli fudhul  adalah jual beli milik orang tanpa seiizin 
pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli di 
tangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama 
Hanabilah dan Syafi’iyah, jual beli fudhul  tidak sah. 
6) Jual beli orang yang terhalang 
Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, 
bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka 
menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, 
Hanafiyah, dan pendapat sahīh di kalangan Hanabilah, harus di 
tangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli tersebut 
tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapanya dipandang tidak dapat 
dipegang. 
Begitu pula ditanguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut 
berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan 
Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, jual 
beli tersebut tidak sah. 
Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, jual beli orang sakit 
parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari 



































hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut 
ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. 
Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya 
dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan 
lain-lain. 
7) Jual beli malja’ 
       Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, 
yakni untuk menghndar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, 
menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.15 
b. Terlarang sebab ṣighah 
       Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada 
keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara 
ijab dan kabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu 
pemisah. 
Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. 
Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan 
oleh para ulama adalah: 
1) Jual beli mu’āṭah 
       Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan 
dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. 
Jumhur ulama mengatakan sahīh apabila ada ijab dari salah satunya. 
                                                          
15 Rachmat Syafei,  Fiqh Muamalah..., 93-101. 



































Begitu pula dibolehkan ijab kabul dengan isyarat, perbuatan atau cara 
cara lain yang menunjukan keridhaan. Memberikan barang dan 
menerima uang dipandang sebagai ṣighah dengan perbuatan atau 
isyarat. 
Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli harus 
disertai ijab kabul yakni dengan ṣighah, tidak cukup dengan isyarat 
sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui 
kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan 
isyarat bagi orang yang uzūr. 
Jual beli mu’āṭah dipandang tidak sah menueurut ulama 
Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi’iyah membolehkanya seperti 
Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan 
manusia. Begitu pula Ibn Suraiji dan Ar-Ruyani membolehkan dalam 
hal-hal kecil. 
2) Jual beli melalui surat atau utusan 
Disepakati ulama Fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan 
adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari 
aqid pertama kepada aqid kedua. Jika kabūl melebiih tempat, akad 
tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang 
dimaksud. 
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan  
Disepakati ke shahihan akad dengan isyarat atau tulisan 
khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, 



































isyarat juga menunjukan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat 
tidak dapat dipahami dan tulisanya jelek (tidak dapat dibaca), akad 
tidak sah. 
4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan 
tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama 
Hanafiyah membolehkannya, sedangkan Syafi’iyah menganggapnya 
tidak sah. 
5) Jual beli munjiz 
Jual beli munjiz  adalah yang dikaitkan dengan suatau syarat atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang 
fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.16 
c. Terlarang Sebab ma’qūd alāih (barang jualan) 
Secara umum Ma’qūd Alāih adalah harta yang dijadikan ala 
pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut mabi’ (barang 
jualan) dan harga. 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma’qūd 
alaih adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat 
diserahkan, dapat di lihat oleh orang-orang yang akad, tidak 
bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari 
syara’. 
                                                          
16 Syaiful Jazil, Fiqh Muamalah..., 105-106. 



































Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian 
ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainya, diantaranya yaitu:  
1) Jual beli benda yang tidak ada 
       Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli baranag yang tidak ada 
atau di khawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan 
ketetapan syara’. 
3) Jual beli gharar 
Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung 
kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Swt. 
Bersabda, “janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli 
seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad). 
Menurut Ibn Jazi al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 
macam: 
a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang 
masih dalam kandungan induknya. 
b) Tidak diketahui harga dan barangnya. 
c) Tidak diketahui ukuran barang dan harga. 
d) Tidak diketahui sifat barang atau harga. 
e) Tidak diketahui masa yang akan datang. 
f) Menghargakan dua kali pada satu barang. 



































g) Menjual barang yang diharapkan selamat. 
h) Jual beli hushā, misalnya pembeli memegang tongkat, jika 
tongkat jatuh maka wajib dibeli. 
i) Jual beli mulāsamah, apabila mengusap baju atau kain maka 
wajib membelinya. 
j) Jual beli munabadzāh yaitu jual beli dengan cara lempar 
melempar seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang 
lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.  
4) Jual beli barang najis 
       Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis 
seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang 
barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan seperti 
minyak yang terkena bangkai tikus. 
Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak 
untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya 
setelah dibersihkan. 
5) Jual beli air 
Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur 
atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur 
ulama empat mahdzab. Sebaliknya ulama Zhahiriyah melarang 
secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang 
mubah yakni semua manusia boleh memanfatkannya. 
 



































6) Jual beli barang yang tidak jelas  
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasad, 
sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan 
pertentangan diantara manusia. 
7) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib) 
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan 
tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak 
khiyar ketika meliatnya. 
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, 
sedangkan ulama Malikiyah membolehkanya bila disebutkan sifat-
sifatnya dan mensyaratkan 5 macam: 
a) Harus jauh sekali tempatnya 
b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya 
c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran 
d) Harus merigkas sifat-sifat barang secara menyeluruh 
e) Penjual tidak boleh memberikan syarat 
8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang 
       Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat 
dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap 
dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi’iyah melarangnya secara 
mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan 
ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur. 
 



































9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan 
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. 
Setelah ada buah tetapi belum matang, akad fasid menurut ulama 
Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-
buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan. 
10) Terlarang sebab syara’ 
Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi 
persyaratan dan rukunya. Namun demikian, ada beberapa masalah 
yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai 
berikut: 
a) Jual beli riba 
b) Jual beli dengan uang dari barang haram 
c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang 
d) Jual beli pada waktu adzan jum’at 
e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr 
f) Jual beli induk tanpa anaknya 
g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 
h) Jual beli memakai ayat 
6. Bentuk-bentuk Jual Beli 
       Dari berbagai tinjauan, al-bay’ dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. 
Berikut ini bentuk-bentuk al-bay’. 
 
 



































a. Ditinjau dari sisi objek akad al-bay’  dibagi menjadi: 
1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk bay’ berdasarkan 
konotasinya. Misalnya: tukar menukar barang dengan rupiah. 
2) Tukar-menukar baang dengan barang, disebut juga dengan  
muqāyadhah (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam 
tangan. 
3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. 
Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real. 
b. Ditinjau dari sisi waktu serah-terima, al-bay’  dibagi menjadi 4 bentuk: 
1) Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal bay’. 
2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang 
disepakati, ini dinamakan salam. 
3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga al-bay’ ajal 
(jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli kredit. 
4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga al-bay’ dain bi dain (jual beli 
hutang dengan hutang) 
c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, al-bay’  dibagi menjadi 2: 
1) Bay’ musāwamah (jual beli dengan tawar-menawar), yaitu jual beli 
dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan 
tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di 
tawar. 
2) Bay’ amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga 
pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.  



































       Bay’ amanah terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:  
a) Bay’ murābahah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang 
dan laba. 
b) Bay’ wadhiyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok 
barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. 
c) Bay’ taūliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan 
menjual barangnya dengan harga tersebut. 
 
B. Jual Beli Salam 
1. Pengertian Salam 
       Secara bahasa, salam adalah al-i’tā’ dan al-thāwba li al-ḥāyat 
bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.17 Sedangkan 
secara istilah syariah. Akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha 
secara umumnya adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam 
tanggungan dengan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. 
Beberapa definisi salam  menurut para ulama sebagai berikut:  
a. Ulama Fiqh mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) 
yang penyerahanya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-
cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan 
barangnya diserahkan kemudian. 
b. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian 
yang disepakati untuk membuat suatu (barang) dengan ciri-ciri 
                                                          
17 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UINSA press, 2014), 201. 



































tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan 
barangnya diserahkan di kemudian hari. 
c. Menurut ulama Malikiyah, salam  adalah jual beli yang modalnya 
dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan 
waktu yang telah disepakati.18 
Penduduk hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan 
istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya salaf . jual beli 
salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan 
atau memberi uang dimuka secara tunai, barangnya diserahkan 
kemudian atau untuk waktu yang telah disepakati. Menurut ulama 
Syafi’iyah akad dalam salam  boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu 
dan juga boleh diserahkan secara tunai. 
2. Rukun dan Syarat Salam 
       Pelaksanaan jual beli dengan sistem salam harus memenuhi 
sejumlah rukun sebagai berikut: 
a. Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan 
barang. 
b. Muslam fīh (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 
c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (thamam). 
d. Muslam fīh, adalah barang yang dijual belikan. 
e. ṣighah adalah ijab dan kabul.19 
                                                          
18 Ibid., 201. 
19 Ibid., 203. 



































Di samping semua rukun harus terpenuhi, maka jual beli salam 
harus dipenuhi syarat-syarat pada setiap rukun. Di antara syarat-syarat 
terpenting dalam rukun jual beli salam adalah: 
a. Modal atau harga, disyaratkan harus jelas dan terstruktur serta 
dilakukan serah terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya 
ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang 
yang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang 
panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai 
jual beli salam, karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual 
beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak 
punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalnya tukang kayu yang 
hanya mengandalkan keterampilannya dalam bertukang. Adapun 
bagi pedagang yang memiliki sebagian, atau dibayar pembeli setelah 
barang yang dipesan selesai. Bentuk jual beli yang disebut terakhir 
ini, menurut jumhur ulama fiqh, tidak termasuk pada jual beli salam, 
tetapi termasuk jual beli biasa. 
b. Penerimaan pembayaran salam, kebanyakan ulama mengharuskan 
pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut 
dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh muslam 
(pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, 
pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang 
harus dibayar dari muslam fīh (penjual). Hal ini adalah untuk 
mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. 



































c. Muslam fīh (barang), di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam jual beli  salam  atau barang yang ditransaksikan dalam jual 
beli salam atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli salam 
adalah: 
1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. 
2) Harus bisa diidentifikasikan secara jelas untuk mengurangi 
kesalahan (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi 
kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), 
serta mengenai jumlahnya. 
3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 
4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus 
ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi madzab Syafi’i 
membolehkan penyerahan segera. 
5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang 
untuk penyerahan barang. 
6) Tempat penyerahan. 
       Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk yang 
disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua belah 
pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, 
barang harus dikirim ke tempat yang menjadi keiasaan, 
misalnya gudang si penjual atau bagian pembeliian si pembeli. 
7) Penggantian muslam fīh (barang yang dipesan) 


























































































PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI DESA DUREN KECAMATAN 
PIANGKENCENG KABUPATEN MADIUN 
 
A. Keadaan Umum Masyarakat 
1. Sejarah Desa Duren 
       Sejarah perkembangan penduduk dan nama Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun bermula pada saat wilayah tersebut 
menjadi penghubung aktifitas penduduk yang berada di wilayah 
Bojonegoro yang menjual rencek (kayu bakar) dan daun jati di wilayah 
Caruban. Pada waktu itu setiap kali menempuh perjalanan menuju Caruban 
mereka sering beristirahat di gardu. Dari kebiasaan aktifitas inilah 
masyarakat yang pada saat itu beristirahat di gardu memberi nama Desa 
Duren yang msingkatan dari kata “duduk’ dan “Leren” yang mempunyai 
arti tempat untuk istirahat.  
Seiring berjalananya waktu dengan semakin banyaknya masyarakat 
yang tinggal dan menetap, Desa Duren mengalami perkembangan yang 
sangat pesat. Wilayah yang sebagian besar rawa-rawa dan dulunya hanya 
dipergunakan untuk beristirahat kini berubah menjadi tempat tinggal 
warga yang penuh dengan kesederhanaan dan kesejahteraan. Sebagian 
wilayah lain di Desa Duren juga dimanfaatkan untuk berkebun oleh 
penduduk yang tinggal di Desa Duren. 
Mayoritas masyarakat Desa Duren adalah petani, hal ini dapat 
dibuktikan dari petilasan di masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 yang 



































terletak di waduk Notopuro. Sebagaian besar pekerja yang melakukan 
pembangunan Waduk Notopuro berasal dari daerah Grobokan Jawa 
Tengah. Salah satu dari tujuan pembangunan Waduk Notopuro adalah 
untuk mengairi sawah yang ada di wilayah waduk. Pada akhirnya pekerja 
yang berasal dari Grobokan tersebut banyak yang menetap dan tidak 
kembali ke daerah asalanya. 
Adapun periode pemerintahan Desa Duren adalah sebagai berikut:1 
a. Lurah Somo Rejo   Tahun --- 
b. Lurah Kami   Tahun --- 
c. Lurah Dongkol Pathek  Tahun (1921-1935) 
d. Lurah Prawiro Suhardjo  Tahun (1935-1942) 
e. Lurah Tariman   Tahun (1942-1986) 
f. Kades Sudarijanto  Tahun (1986-1994) 
g. Kades Sono   Tahun (1994-2004) 
h. Kades Puguh Djumhari  Tahun (2004-2014) 
i. Kades Sujadi   Tahun (2014-Sekarang) 
 
   
 
 
Gambar 3.1 Foto Balai Desa Duren 
                                                          
1 Data Monografi Desa Duren Tahun 2018. 



































2. Kondisi Geografis dan Struktur Pemerintahan 
       Desa Duren merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang 
terletak di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Desa ini berada 
di dataran rendah Gunung Pandan dan terdapat persawahan disekeliling 
desa Duren. Akses menuju Desa Duren tidaklah begitu sulit karena kondisi 
jalan menuju Desa Duren telah beraspal. Namun salah satu yang menjadi 
kendala adalah tidak adanya angkutan umum menuju kota yang membuat 
masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sedikit kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan ekonominya. 
Untuk menuju ke Desa Duren harus menempuh jarak 2 km dari 
Kecamatan. Sedangkan dari Kabupaten Madiun harus menempuh jarak 26 
km. Akses menuju Desa Duren melewati persawahan di kanan kiri jalan. 
Selain persawahan juga melewati ladang yang ditanami Pohon Jati. 
Jalanan pada daerah dataran rendah seperti desa Duren sebagian besar 
dengan kondisi beraspal, namun terdapat beberapa jalan dengan kondisi 
rusak. 
Desa Duren memiliki lima dusun yakni, Dusun Duren 1, Dusun Duren 
2, Dusun Karang Tengah, Dusun Kutukan, dan Dusun Notopuro. Desa 
Duren berbatasan dengan beberapa daerah. Di sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Dawuhan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa 
Sumbergandu. Desa Bener menjadi batas sebelah selatan. Sedangakan 
sebelah timur berbatasan dengan Desa Tulung. 
 



































3. Keadaan Penduduk 
Kehidupan masyarakat di Desa Duren masih cukup tradisional. 
Hubungan antara warga di Desa Duren sangat harmonis. rasa solidarias dan 
kepekaan sosial di Desa Dren juga sangat tinggi. hal ini bisa di buktikan 
dari beberapa aktifitas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 
seperti gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan kemasyarakatan lainya.  
masyarakat di Desa Duren juga terkenal saling peduli satu sama lain dan 
membantu untuk meringankan beban bagi warga yang terkena musibah. 
Secara demografis Desa Duren adalah desa yang memiliki jumlah 
penduduk yang terdiri terbagi 2.909 jiwa laki-laki dan 2.938 jiwa 
perempuan. 








Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
 
                                                          
2 Data Kepenudukan Desa Duren Tahun 2018. 
Kelompok 
Umur Laki –laki Perempuan Jumlah 
0 – 4 190 191 
5 – 9 216 214 
10 – 14 197 208 
15 – 20 282 299 
21 – 24 205 218 
25 – 29 242 247 
30 – 39 307 307 



































4. Keadaan Sosial dan Ekonomi 
Perekonomian sangatlah penting disetiap elemen kehidupan 
bermasyarakat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Duren 
adalah bertani. Hal tersebut terjadi karena potensi sumber daya alam 
berupa lahan pertanian di desa Duren banyak dan memiliki tanah yang 
subur sehingga mudah untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Sebagian 
besar lahan pertanian yang ada di Desa Duren ditanami dengan padi. 
Namun ada pula beberapa tanaman lain yang biasa ditanam seperti jagung, 
tebu, kedelai, dan palawija. Panen biasa dilakukan sebanyak tiga kali 
dalam seminggu. 
Menurut keterangan bu Mulyani, Selain sibuk dengan bertani, warga 
desa Duren juga memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan dengan 
pertanian, seperti mengadakan arisan, simpan pinjam, penjualan pupuk dan 
kelompok tani. Beberapa kelompok tani terdapat di desa Duren yaitu 
kelompok tani “Mudi Mulyo” dan “Shinta Ayu” yang dilaksanakan setiap 
tanggal 10 tiap bulannya.3 
Sebagian warga desa Duren memiliki mata pencaharian lain seperti 
PNS, peternak, pengusaha, dan sebagainnya. Salah satu mata pencaharian 
yang memiliki potensi besar untuk dikembankan adalah industri rumahan. 
Terdapat beberapa warga yang memiliki usaha sendiri dibidang makanan, 
seperti usaha tempe, tahu, kripik tempe, krupuk, dan samplok. Beberapa 
                                                          
3 Mulyani, Wawancara, Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018. 



































usaha lain juga ditekuni warga Dusun Duren 2 yaitu usaha mebel yang 
salah satunya milik Bapak Kades Suyadi, usaha telur puyuh milikpada 
warga RT 10, dan usaha jamur yang dimiliki Bapak Saimo (BPD). 
Industri jamur merupakan sebuah industri yang mengelola pembibitan 
jamur. Saat ini industri jamur tidak hanya terdapat di kota besar melainkan 
telah berkembang di daerah pedesaan, seperti industri jamur yang terdapat 
di Dusun Duren 2 (Dua). Industri ini mulai dikembangkan oleh Bapak 
Saimo sejak tahun 2009.  Dalam melakukan proses pembibitan jamur Pak 
Saimo dibantu oleh istri dan anaknya. Proses ini melalui tiga tahap yaitu 
sterilisasi, pembibitan dan panen.4 
Salah satu makanan yang menjadi kesukaan warga desa Duren adalah 
samplok, uteri dan getuk. Makanan tersebut banyak diproduksi oleh warga 
dusun Karang Tengah. Terhitung terdapat 3 pengusaha makanan tersebut 
yang masih aktif memproduksi di dusun Karang Tengah. Samplok, uteri 
dan getuk merupakan makanan tradisional yang terbuat dari ketela. 
Perbedaan ketiganya terletak pada proses pembuatannya. Proses 
pembuatan getuk diawali dengan menanak ketela hingga masak, setelah 
ketela masak dan empuk, ketela ditumbuk hingga lumat kemudian diberi 
parutan kelapa. Berbeda dengan uteri, yang proses pembuatannya diawali 
dengan memarut ketela, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan 
tengahnya diberi irisan gula merah. Yang terakhir adalah proses 
                                                          
4 Saimo, Wawancara, Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018. 



































pembuatan samplok hampir sama dengan proses pembuatan getuk yang 
diawali dengan memarut ketela dan kemudian ketela ditanak. Dalam 
proses penanakan diaduk agar proses pematangan rata. Proses penanakan 
berlangsung selama satu jam. Setiap harinya Bu Sayem memproduksi 
makanan tradisional hingga menghabiskan 70 kg ketela dan dipasakan di 
pasar Caruban. 








Tabel 3.2 Tabel Mata Pencaharian Penduduk 
Di samping itu, home industry lain yang ada di Dusun Duren 1 adalah 
produksi tempe dan keripik tempe. Usaha tersebut dimiliki oleh Bu Sri. 
Proses pembuatan keripik tempe tidaklah rumit, hanya perlu menyiapkan 
tempe dan adonan tepung. Proses awal pembuatannya, mengiris tipis 
tempe yang kemudian dimasukkan ke dalam adonan tepung yang telah 
ditambah dengan bumbu rahasia keluarga. Kemudian digoreng dalam 
minyak panas. Proses terakhir dalam pembuatan kripik tempe adalah 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Pegawai Negeri Sipil 70 orang 
2. ABRI / Polisi 40 orang 
3. Pegawai Swasta 60 orang 
4. Pedagang 49 Orang 
5. Perbengkelan 50 Orang 
6. Petani Sawah 1269 Orang 



































pengemasan dan kemudian dapat dipasarkan di toko-toko sekitar dusun 
Duren.5 
5. Keadaan Sosial Pendidikan 
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 
kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. 
Pendidikan sangat penting dimiliki setiap orang untuk bekal dan 
kelangsungan hidup di masa depan. Pendidikan tidak pernah memandang 
bulu, sehingga pendidikan didapatkan dimana saja, kapan saja dan untuk 
siapa saja. Demikian pula dengan warga Desa Duren juga berhak 
mendapatkan pendidikan. 
Bagi masyarakat Desa Duren, mendapatkan pendidikan merupakan hal 
yang penting. Untuk itu para pemuda dusun Duren 1 juga memperhatikan 
pendidikan bagi generasi mudanya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat 
Dusun Duren 1 yang kebanyakan melanjutkan pendidikan ke pesantren 
atau kuliah, namun ada juga yang memilih untuk merantau setelah 
menyelesaikan sekolahnya. Namun hal tersebut sedikit berbeda bagi warga 
dusun Duren 2. Kebanyakan warga dusun Duren 2 belum melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi untuk pendidikan. Para pemuda kebanyakan 
lulusan SD, SMP atau SMA yang kemudian melanjutkan bekerja merantau 
ke daerah lain. Setelah mereka merantau, kebanyakan mereka tidak 
                                                          
5 Sri Wahyuni, Wawancara, Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018. 



































kembali ke daerahnya dan memilih untuk menetap di daerah 
perantauannya. 
Sama dengan pandangan masyarakat Dusun Duren 1, bagi masyarakat 
dusun Karangtengah dan Kutukan pendidikan juga merupakan hal yang 
penting. Para pemuda di Dusun Karang Tengah dan Kutukan rata-rata 
merupakan lulusan sekolah SMA. Setelah lulus SMA, ada yang 
melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan ada pula yang pergi merantau 
untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya, para pemuda di Dusun Notopuro 
rata-rata merupakan lulusan sekolah SMA, mereka lebih memilih bekerja 
ketimbang melanjutkan sekolah. 
Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Duren berdasarkan tingkat 
pendidikan yang digamabarkan dalam bentuk diagram: 
Diagram 3.1 Tingkat Pendidikan Peduduk 
Di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun 
memiliki 4 (empat) Sekolah Dasar dan 1 (satu) TK. SDN Duren 1 berada 
















































Karangtengah, SDN Duren 3 berada di wilayah Dusun Duren 3, dan SDN 
Duren 4 berada di wilayah Dusun Notopuro. Sedangkan untuk  PAUD/TK 
berada di wilayah Dusun Duren 2.  
6. Keadaan Sosial Keagamaan 
Sebagian besar warga Negara Indonesia mayoritas beragama Islam. 
Seperti halnya masyarakat Desa Duren yang sebagian besar warganya 
menganut agama Islam. Hal ini, terlihat oleh banyaknya fasilitas agama 
yang dibangun oleh masyarakat, yakni beberapa Musholla dan Masjid yang 
tersebar hampir di seluruh wilayah Dusun di Desa Duren. Namun, di Desa 
Duren juga terdapat beberapa warga yang beragama Kristen. Terdapat pula 
tempat ibadah burupa Gereja yang terletak di dusun Duren 1, Kutukan dan 
Notopuro. Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Duren menurut agama 
dan kepercayaan terhadap Tuhan. 
Di Desa Duren memiliki banyak kegiatan keagamaan seperti tahlilah 
dan yasinan yang diikuti oleh setiap warga desa Duren. Acara tahunan juga 
diadakan oleh warga dusun Duren 1 yaitu berupa ziarah wali setahun 
sekali.Dusun Duren 1 kegiatan yasinan bapak-bapak diadakan pada hari 
Sabtu malam, sedangkan untuk perempuan pada hari Rabu malam. Lain 
halnya di Dusun Duren 2 yasin tahlil bapak- bapak diadakan pada hari 
Minggu malam, sedangkan yasin tahlil ibu-ibu pada hari Rabu malam. 
Untuk Dusun Kutukan terdapat organisasi Islam diantaranya Muslimat, 
IPNU, dan IPPNU. Setiap dua minggu sekali diadakan pengajian untuk 
ibu-ibu. 



































Dusun Karang Tengah juga mengadakan kegiatan yasinan untuk ibu-
ibu 2 kali dalam satu bulan. Begitu halnya dengan yasinan bapak-bapak. 
Kegiatan tahlilan bapak-bapak pada waktu tertentu, misalnya tahlilan 
ketika ada orang yang meninggal dunia. Kegiatan yasinan untuk ibu-ibu 
dilakukan setiap malam Jum’at wage dan malam Jum’at kliwon sehingga 
kegiatan yasinan untuk ibu-ibu dilakukan dua kali dalam sebulan. Kegiatan 
yasinan tersebut dilakukan setelah sholat Maghrib. Sedangkan untuk 
bapak-bapak, kegiatan yasinan dilakukan setiap tanggal 25 sehingga 
kegiatan yasinan untuk bapak-bapak dilakukan sekali dalam sebulan. 
Kegiatan yasinan tersebut dilakukan setelah sholat Isya. 
  
B. Praktik Jual Beli Gabah di Desa Duren 
1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Gabah 
       Kegiatan transaksi Jual Beli Gabah di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini di latar belakangi oleh kebiasaan 
dan kebutuhan hidup, yang mayoritas bekerja sebagai petani di sawah. 
Petani di Desa Duren pada umumnya memiliki tingkat ekonomi yang 
berbeda-beda., dan masyarakat di Desa Duren hanya akan memperoleh 
uang ketika musim panen tiba. Biasanya panen terjadi setelah 6 bulan 
masa tanam selesai. Dalam waktu selama sebelum musim panen tiba, 
petani di Desa Duren memerlukan biaya-biaya untuk mencukupi 
kebutuhanya hidupnya. Seperti biaya perawatan sawah, biaya sekolah 



































anak, dan juga biaya kebutuhan yang mendesak lainya. Oleh karena itu 
para petani melakukan transaksi jual beli gabah dengan pembayaran 
sebelum panen. 
       Beberapa faktor yang melatar belakangi transaksi jual beli gabah di 
Desa Duren adalah sebagai berikut: 
a. Dari pihak penjual: 
1) Kebutuhan hidup  
       Masyarkat Desa Duren melakukan transaksi jual beli gabah 
dengan sistem pembayaran sebelum panen ini mayoritas karena 
untuk mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak. Masa panen 
yang relatif lama yakni 6 bulan setelah masa tanam, membuat para 
petani tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan 
hidup yang mendesak. Kebutuhan hidup yang mendesak 
diantaranya adalah biaya-biaya tambahan sekolah anak, biaya 
tambahan perawatan sawah, biaya tak terduga jika ada keluarga 
yang sakit, dan biaya-biaya kebutuhan lain yang sifatnya 
mendesak. Hal ini di karenakan para petani tidak memiliki cukup 
uang tabungan lebih, karena hasil dari panen sebelumnya tidak juga 
tidak menentu. 
2) Kebiasaan  
       Faktor lain yang menyebabkan masyarakat Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk melakukan 
transaksi jual beli gabah dengan sistem pembayaran sebelum panen 



































ini adalah kebiasaan. Kebiasaan melakukan transaksi ini sudah 
berlangsung turun-temurun di kalangan masyarakat Desa Duren. 
Menurut Saimo, Sebagian besar masyarakat di Desa Duren 
melakukan transaksi jual beli gabah tersebut untuk mencukupi 
kebutuhan hidup yang mendesak. Menurut sebagian besar para 
petani menganggap transaksi seperti ini adalah cara yang mudah 
dan cepat untuk mendapatkan uang. 
b. Dari pihak pembeli: 
       Harga di bawah standar dalam menetapkan harga dalam tarnsaksi 
jual beli gabah di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten 
Madiun ini adalah berdasakan musyawarah kedua belah pihak. 
Biasanya harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak ini 
berdasarkan harga gabah pada musim panen sebelumnya, karena 
transaksi ini bersifat mendesak dan rata-rata yang membutuhkan 
adalah para pemjual maka para penjual mau menjual gabahnya dengan 
harga di bawah standar. 
2. Pelaksanaan Jual Beli Gabah di Desa Duren 
a. Cara menghubungi pembeli 
       Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli gabah di Desa 
Duren, maka proses bagi penjual untuk menghubungi pembeli tidak lah 
rumit. Penjual yang ingin menjual gabahnya langsung menhubungi 
pembeli yang sudah biasa melakukan transaksi dan menjadi langganan 
penjual. Biasanya para pembeli ini adalah orang-orang kaya dan 



































tengkulak-tengkulak yang ada di Desa Duren.Berdasarkan keterangan 
Sugiman yang biasa melaukan transaksi jual beli tersebut, jika akan 
menjual gabah kepada pembeli, maka penjual akan lagsung 
menghubungi pembeli di rumahnya. Kemudian menyampaikan apa 
maksut dan tujuanya selanjutnya melakukan kegiatan transaksi jual 
beli tersebut. 
b. Cara menetapkan harga 
       Tahap selanjutnya dalam transaksi jual beli gabah di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini adalah penetapan 
harga. Setelah penjual bertemu dengan pembeli, musyawarah akan 
dilakukan untuk menentukan harga. Setelah itu akan melkakukan 
kesepakatan perjanjian pembayaran. 
Menurut keteranagan Suwarno, dalam menentukan harga pada 
transaksi ini biasanya berdasarkan harga hasil panen sebelumnya. 
Namun dalam banyak kasus, penentuan harga dalam transaksi ini 
adalah berdasarkan kesepakatan musyawarah dalam transaksi tersebut. 
Biasanya hasil musyawarah ini harga yang disepakati adalah dibawah 
harga standar hasil panen sebelumnya.  
Di dalam proses penetapan harga ini, terjadi pula kesepakatan 
berapa jumlah gabah yang akan dijual. Menurut keteranagan Suwarno, 
untuk jumlah gabah yang akan dijual oleh penjual ini sesuai dengan 
kebutuhan dari penjual. Misalnya penjual membutuhkan uang Rp. 
10.000.000 maka jumlah gabah yang akan diserahkan kepada pembeli 



































nantinya adalah 20 kwintal 83 Kg GKP (gabah kering panen). Dengan 
hitungan pada musim panen sebelumnya adalah 1 Kg GKP = Rp. 4.800. 
Rp. 10.000.000 : Rp. 4.800 = 2.083 kg / 20 kwintal 83 Kg GKP.  
c. Cara melaksanakan ijab kabul. 
       Pernyataan ijab kabul  adalah hal yang sangat penting dalam suatu 
akad, implikasi dari pernyataan ijab dan kabul ini mengikuti antara 
satu sama lainya untuk mewujudkan tujuan daripada akad yang 
diinginkan. 
Dalam praktek jual beli gabah di Desa Duren pernyataan ijab dan 
kabul  tidak terjadi secara langsung. Disini penjual dan pembeli hanya 
menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan dari 
masyarakat Desa. Sehingga pernyataan ijab dan kabul itu secara 
implisit sudah terjadi, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan.  
Misalnya  penjual menyatakan, saya menjual gabah 20 kwintal 83 Kg, 
dan pembeli menjawab, saya membeli gabah 20 kwintal 83 Kg dari 
anda. ijab dan kabul  seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara lain 
asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. 
Menurut Suyadi, Pihak-pihak yang melakukan akad transaksi jual 
beli ini adalah para penjual dan pembeli yang berumur 35 tahun keatas. 
Karena  kebiasaan yang terjadi di Desa Duren, seseorang tidak akan 
memberikan suatu tanggung jawab kepada orang lain selagi orang 
tersebut dewasa untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan jual-



































beli. Karena merak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan 
yang mengakibatkan kerugian. 
Pada proses ijab dan kabul  ini juga sekaligus proses penyerahan 
uang pembeli ke penjual. Masyarakat di Desa Duren dalam hal ini 
sudah terbiasa melakukan transaksi sendiri, tanpa meminta bantuan 
orang lain. Kaena sudah menjadi kebisaan secara turun-temurun. Hal 
ini juga dimaksud kan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 
apabila mengunakan jasa bantuan orang lain. Jika menggunakan jasa 
orang lain dalam proses transaksi jual beli, maka juga akan 
mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa dari orang 
tersebut. 
Cara melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli di Desa 
Duren adalah dengan sistem tunai. Pembeli langsung menyerahkan 
uang berdasarkan kesepakatan berapa jumlah barang dan berapa harga 
yang telah disepakati dalam msyawarah di awal. 
d. Cara melakukan proses penyerahan gabah 
Ketika musim panen tiba, masyarakat di Desa Duren yang 
berprofesi sebagai petani akan merasa gembira. Karena pada musim 
inilah mereka akan mendapatkan uang. Hal ini juga dirasakan oleh 
masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani, karena meskipun 
mereka tidak memilik hasil panen tetapi ketika sebelum masa panen 
telah melakukan transaksi jual beli gabah diatas, maka secara tidak 
langsung juga akan mendapatkan kegembiraan yang sama. 



































Tahapan terakhir dari transaksi ini adalah proses penyerahan 
barang yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini adalah GKP (Gabah 
Kering Panen). Setelah musim panen tiba para pembeli gabah akan 
mendatangi rumah penjual untuk mengambil gabah yang sudah di 
sepakati dalam transaksi. Gabah kemudian di timbang berdasarkan 
kesepakatan jual beli, setelah itu gabah dinaikan di truk untuk di bawa 
oleh pembeli. Tetapi dalam proses penyerahan gabah ini ada juga gabah 
yang langusng dikirim dari sawah ke rumah pembeli lalu kemudian 
menimbangnya disana. 
Dalam satu musim panen, terkadang hasil panen para penjual juga 
tidak menentu. Hal ini dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, 
misalanya hama sawah, terjadinya bencana alam dan lain lain. Adapun 
jika terdapat hasil panen yang kurang baik dan tentunya tidak 
mencukupi untuk memnuhi kesepakatan transaksi jual beli, maka akan 
diberi waktu untuk menyerahkan kekurangan gabah pada musim panen 
berikutnya. 
Menurut keterangan Wawan, biasanya ketika hasil panen buruk 
dan penjual tidak bisa memenuhi kewajibanya, maka akan diberi 
tangguhkan untuk memberikan hasil panen berupa gabahnya pada 
musim panen yang akan datang. 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 
GABAH DENGAN PEMBAYARAN SEBELUM PANEN DI DESA 
DUREN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN 
 
A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen 
di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 
 
       Perjanjian (overeenkomst), menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 
perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengaitkan dirinya kepada 
seorang atau beberapa orang lain. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian 
adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengiakatkan diri 
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.  
Dalam definisi di atas, secara jelas terdapat konsensur antara para pihak, 
yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainya, selain itu perjanjian 
yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat 
hubunganya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat yang diatur dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata. 
Dalam perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, 
antara lain: 
a. Adanya pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak. 
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. 
c. Ada tujuan yang akan dicapai. 
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 
e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 



































f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 
Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus 
memenuhi beberapa persyaratan. Menurut KUHPerdata Pasal 1320 syarat 
sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu: 
a. Syarat subyektif 
       Syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek 
perjanjian. Syarat subyektif perjanjian meliputi, adanya kesepakatan/izin 
(toesteming) kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus cakap 
bertidak. 
b. Syarat obyektif 
Syarat obyektif adalah syarat yang erkaitan dengan obyek perjanjian. 
Syarat obyektif perjanjian meliputi adanya obyek perjanjian (onderwerp 
der overeenskomst) dan adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak).1 
Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak nominat  
yang merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata 
perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama benoemde. Perjanjian jual beli 
diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1450 KUHPerdata. 
Batasan pengertian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 yang berbunyi: 
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”2 
 
 
                                                          
1 Tutik, Titik Triwulan. Hukum perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. 5 (Jakarta: 
KENCANA Prenadamedia Group, 2015), 221-225. 
2 Suparni, Niniek. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 358. 



































Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli di atas adalah: 
a. Subyek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli. 
b. Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi 
obyek jual beli dan harga barang tersebut. 
c. Hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli. 
Perjanjian jual beli terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Dalam hal 
ini tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak antara 
penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang diperjualbelikan. Dalam 
hal ini tercapainya kata sepakat tidak menyebabkan barang langsung menjadi 
hak milik pembeli, tetapi harus dilakukan leavering benda yang penyerahannya 
tergantung pada jenis bendanya. 
Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari perjanjian jual 
beli, selama memenuhi syarat sudah dewasa dan tidak berada dibawah 
pengampuan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata bahwa seseorang dinyatakan telah 
dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan telah 
menikah. 
Obyek perjanjian jual beli adalah semua benda baik yang bergerak maupun 
tidak bergerak, kecuali: 
a. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. 
b. Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. 
c. Benda milik orang lain. 
Pada saat seorang penjual dan pembeli mengikatkan diri maka akan timbul 
hak dan kewajiban bagi keduanya. Pasal 1473 KUHPerdata menyebutkan 



































bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa ia 
mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan 
berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugianya. Ada dua kewajiban 
utama dari seorang penjual yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. 
Dalam Pasal 1519 KUHPerdata menjelaskan, hak seorang penjual adalah 
menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang 
penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual 
diterbitkan dari suatu janji, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang 
disertai penggantian. 
Dalam Pasal 1513 KUHPerdata, kewajiban pembeli adalah membayar harga 
pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian. 
Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang 
dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. 
KUHPerdata tidak secara tegas memeberikan bentuk perjanjian, termasuk 
perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis. 
Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan hanya dengan 
dasar kata sepakat dari para pihak tentang barang dan harga yang 
diperjualbelikan. Perjanjian jual beli secara tertulis yaitu dibuat secara tertulis 
dalam suatu akta yang autentik ataupun akta di bawah tangan.3 
Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan 
                                                          
3 Ariyani, Evi. Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Ombak, 2013), 30-33. 



































pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam Pasal 1458 
KUHPerdata jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, 
seketika setelahnya orang-orang ini mencpai sepakat tentang kebendaan 
tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun 
harganya belum disepakati. Dalam Pasal 1458 KUHPerdata ditemukan 
pengertian bahwa jual beli adalah suau perjanjian konsensuil dimana secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang 
diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara 
lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukan saat lahirnya 
perjanjian. 
Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian 
besar masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah 
trasaksi jual beli gabah. Transaksi ini diawali dengan pejual menghubungi calon 
pembeli. Setelah itu terjadi proses negosiasi untuk menentukan jumlah dan harga gabah 
yang akan diperjual belikan. Setelah penjual dan pembeli melakukan kesepakatan 
tentang jumlah dan harga gabah, proses selanjutnya yaitu pembeli akan membayar 
uang tersebut. Kemudian proses terakhir yang dilakukan dalam transaksi jual beli ini 
adalah penjual akan mengirimkan jumlah gabah yang sudah disepakati ketika musim 
panen tiba. 
Menurut Titik Triwulan Tutik, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila 
telah memenuhi unsur-unsur dan asas yang ada dalam suatu perjanjian jual beli 
tersebut. Adapun akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tersebut 
adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang 
melakukan perjanjian. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren 



































Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut sudah sah menurut 
hukum karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli 
dalam hukum positif. Jadi, praktik jual beli gabah tersebut boleh dilakukan. 
 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran 
Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun 
 
1. Cara Menghubungi Pembeli 
       Menurut keterangan Suwarno, di dalam melakukan transaksi jual beli 
tersebut dimulai dengan menghubungi pembeli. Penjual yang dalam hal ini 
adalah orang yang membutuhkan uang akan menemui secara langsung calon 
pembeli di rumahnya. Pada umumnya, calon pembeli yang di temui oleh 
penjual adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang sudah terbiasa 
melakukan transaksi jual beli tersebut. Tetapi tidak jarang pula para 
pembeli yang sengaja datang ke rumah penjual untuk membeli gabah hasil 
panen penjual.4 
Di dalam melakukan transaksi jual beli tersbut, masyarakat di Desa 
Duren menggunakan bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa adat 
(jawa). Hal ini berkaitan dengan para pembeli yang memiliki kebiasaan 
menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-harinya. Tetapi 
pada umunya, dalam melakukan transaksi jual beli ini menggunakan bahasa 
adat (jawa), hal ini di maksudkan untuk memudahkan komunikasi 
masyarakat dalam bertransaksi jual beli agar tidak terjadi kesalah pahaman. 
                                                          
4 Suwarno, Wawancara. Kabupaten Madiun. 11 Juni 2018.  



































Berdasarkan data yang di peroleh diatas, cara yang dilakukan oleh 
masyarakat untuk menghubungi pembeli tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses transaksi antara 
penjual dan pembeli, selama tidak menyimpang dari aturan yang sudah 
ditentukan oleh syara’, sebab dalam Islam tidak ada aturan yang dibuat 
untuk mendatangkan kesulitan, sesuai dengan firman Allah Swt. Al-
Baqarah : 185 sebagai berikut:  




لٱ َنِ رم  تََِٰنريَبَو ِساَّنِل






لَّٱ َناَضَمَر ُر  ه 
اًضِيرَم َنَكَ نَمَو ُٰۖه  مُصَي
 









 ُكَّلََعلَو  مُكَٰ ىَدَه اَم َٰ
َ
َعَل َ َّللّٱ 
ْ




اُولِم  كُِلتَو َ  سُۡع
 
لٱ ُمُِكب ُدِيُري 
َ
لََو َ  ُسۡي
 
لٱ  م
 َنوُرُك  َشت١٨٥  
 (Beberapa hari yang ditentukan ini ialah) Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela (antara 
yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka dalam perjalan 
(lalu ia berkata), maka (wajiblah baginya berpuasa). Sebanyak hari yan 
telah ditinggalkan itu, pada har-hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudahan bagianya dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas 
petnujuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”  
(Q>.S Al-Baqarah : 185) 
 
2. Cara Menetapkan Harga  
Penentuan harga adalah proses pemasangan nilai tertentu untuk barang 
yang akan dijual, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalah 
pahaman antara penjual dan pembeli.  
Di dalam proses penetapan harga ini, terjadi pula kesepakatan berapa 
jumlah gabah yang akan dijual. Menurut keteranagan Suwarno, untuk 



































jumlah gabah yang akan dijual oleh penjual ini sesuai dengan kebutuhan 
dari penjual. Misalnya penjual membutuhkan uang Rp. 10.000.000 maka 
jumlah gabah yang akan diserahkan kepada pembeli nantinya adalah 20 
kwintal 83 Kg GKP (gabah kering panen). Dengan hitungan pada musim 
panen sebelumnya adalah 1 Kg GKP = Rp. 4.800. Rp. 10.000.000 : Rp. 
4.800 = 2.083 kg / 20 kwintal 83 Kg GKP.  
Dalam menentukan harga pada transaksi ini tidak terdapat unsur 
penyimpangan yang melanggar ketentuan jual beli menurut Islam. 
Penentuan harga dalam transaksi ini adalah berdasarkan kesepakatan 
musyawarah dalam transaksi tersebut. Meskipun masih terdapat banyak 
kasus yang berpotensi terjadi penyimpangan. Hal ini ini disebabkan karena 
kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan 
transaksi jual beli yang tidak bertentangan dengan Islam.  
Seperti firman oleh Allah Swt. Q.S An-Nisa’: 29:  

























آُولُت  قَت 
َ
لََو ۡۚ  مُكنِ رم ٢٩ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil melainkan dengan jalan jual beli 








                                                          
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Bil Hadist, cet. 3 (Bandung: Cordoba, 2005), 83.. 



































3. Cara Melakukan Akad Jual Beli 
Pada proses ijab dan kabul ini juga sekaligus terjadi  proses penyerahan 
uang pembeli ke penjual. Di dalam transaksi jual beli di Desa Duren ini 
pembayaran dilakukan di awal setelah kesepakatan kedua belah pihak. 
meskipun barang yang dijadikan transaksi ini akan diserahkan ketika musim 
panen. Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena di dalam Islam 
transaksi jual beli ini termasuk dalam jenis jual beli salam yaitu jual beli yang 
dimana pembayaran dilakukan di awal. 
Cara melakukan akad jual beli salam di Desa Duren dilakukan setelah 
adanya persetujuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Maka dapat 
diketahui bahwa akad jual beli salam  di Desa Duren tidak ada yang 
menyimpang dari ketentuan hukum Islam khususnya tentang rukun dan 
syarat jual beli salam yaitu:  
a. Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan 
barang. 
b. Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 
c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (thāman). 
d. Muslam fihi, adalah barang yang dijual belikan. 
e. ṣighah adalah ijab dan kabul.6 
Dalam praktik jual beli salam di Desa Duren pernyataan ijab dan kabul 
tidak terjadi secara langsung. Disini penjual dan pembeli hanya menyatakan 
                                                          
6 Ibid., 203. 



































sebuah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa. 
Sehingga pernyataan ijab dan kabul itu secara implisit sudah terjadi, 
walaupun secara eksplisit tidak disebutkan. Misalnya  penjual menyatakan, 
saya menjual gabah 20 kwintal 83 Kg, dan pembeli menjawab, saya membeli 
gabah 20 kwintal 83 Kg dari anda. ijab dan kabul  seperti ini juga bisa 
dilakukan dengan cara lain asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. 
Masyarakat di Desa Duren dalam hal ini sudah terbiasa melakukan 
transaksi sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain. Karena sudah menjadi 
kebisaan secara turun-temurun. Hal ini juga dimaksud kan untuk 
menghindari hal-hal yang tidak di inginkan apabila mengunakan jasa 
bantuan orang lain. Jika menggunakan jasa orang lain dalam proses transaksi, 
maka juga akan mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa dari 
orang tersebut. 
Sedangkan mengenai perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan 
antara penjual dan pembeli, maka hal ini tidaklah menyimpang, sebab dalam 
Islam mengenal adanya hak khiyar  yaitu hak memilih apakah akad jual 
belinya diteruskan atau dibatalkan, sebagaimana sabda Rasululllah Saw.: 
 َّدَح : لااق .ِرُصْنَم ُنْب ُق َاحْسٍاؤ َيَْيَ ُنْب ُدَّممح ْنَع ّةَبْعُشَانث  َحَلحا نَع ،ةداتقرََُ  ْنَع،ن اق ،ة 
اَع ّي َبْلا م .ص ِللها ُلؤُسَر َلاق :َلاقَّرفَتي َلمَام ِراَِيْلْاب ن 
“Menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Mansur 
mereka berkata: menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari 
Hasan dari Samurah, samurah berkata Nabi Saw. bersabda: 
sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh khiyar dalam jual beli 
mereka sebelum berpisah.” 
 



































Cara melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli di Desa Duren 
adalah dengan sistem tunai. Pembeli langsung menyerahkan uang 
berdasarkan kesepakatan berapa jumlah barang dan berapa harga yang telah 
disepakati dalam musyawarah di awal. Seperti sabda Rasulullah Saw.: 
.ض للهلاوسر ِدْهع َيلَع نْيرِج َات اَّنُكلااَقامُه ْ نَع ُللهاَيِض ر ْمْقْرا نْبِدْيَزَؤ ِب َِزاع نْب ء اَّر َبْلا نَع 
 ُحْللْصَي لاف اًىْيِسَن َناك ْنِاو َسَأب لاُف ٍديب اََدي َناك ْنِا َلاّق ُف ِفْرَّصلا نَع ِللهَلاؤُسَر اَنلأَسُف م 
“Dari Barro’ Azib dan Zaid bin Arqom r.a, keduanya berkata: Kami 
termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah Swt., lalu kami bertanya 
kepada Rasulullah tentang jual beli, maka beliau bersabda : “jika kamu 
lakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan 
dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik” 
 
4. Cara Melakukan Proses Penyerahan Gabah 
Tahapan terakhir dari transaksi ini adalah proses penyerahan barang 
yang telah disepakati diawal. Dalam hal ini adalah GKP (Gabah Kering 
Panen). Setelah musim panen tiba para pembeli gabah akan mendatangi 
rumah penjual untuk mengambil gabah yang sudah disepakati dalam 
transaksi. Gabah kemudian ditimbang berdasarkan kesepakatan jual beli, 
setelah itu gabah di masukan ke dalam karung kemudian dinaikan ke truk 
untuk dibawa oleh pembeli. Tetapi dalam proses penyerahan gabah ini ada 
juga gabah yang langsung dikirim dari sawah ke rumah pembeli lalu 
kemudian menimbangnya disana.  
Dalam satu musim panen,terkadang hasil panen para penjual juga tidak 
menentu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalanya hama 
sawah, terjadinya bencana alam dan lain lain. Adapun jika terdapat hasil 
panen yang kurang baik dan tentunya tidak mencukupi untuk memnuhi 



































kesepakatan transaksi jual beli, maka akan diberi waktu untuk menyerahkan 
kekurangan gabah pada musim panen berikutnya.  
Menurut keterangan Wawan, biasanya ketika hasil panen buruk dan 
penjual tidak bisa memenuhi kewajibanya, maka akan diberi tangguhkan 
untuk memberikan hasil panen berupa gabahnya pada musim panen yang 
akan datang.7 
 م .ص ِللها ِلْوُسَر ْنَع اَمُه ْ نَع ُللها َيضَر َرَمُع نْبا نَع َّرلاَع َياَبتاُدِا َلاق ُّهنا ُجنلا  لُكُفاَمُه ْ نِمٍدِحاَو 
 َحَا ُرَّ َيُيُْوا اًع ْ ي َِجََاناَكو اّقرُفَتي ْْلماَم َِراِيْلْابلَع َعَياَبتف َرَغلأاَاُهُ ُد ُد ِاَو ُعْي َبْلاَبَجَو ْدُقف ََ ِل َدْع َباقَّرُفْتن 
 ُدِحاَو ْكُر ْ تيْمُلَو ََعياَبَتي ْنا َبَجَوْدُقف َعْي َبْلا اَمُه ْ نِم.َعْي َبْلا 
“Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah Saw.., bahwasanya beliau bersabda: 
“apabila ada dua orang yang telah melakukan jual beli, maka masing-
masing seseorang dari keduanya boleh melakukan khiyar selama 
keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satu 
dari keduanya telah memberikan kepada yang lain, maka keduanya telah 
melakukan jual beli dengan cara khiyar, dan memang jual beli harus 
dilakukan dengan cara yang demikian itu. Dan jika keduanya telah 
berpisah sesudah melakukan jual beli dan salah seorang dari keduanya 
telah berpisah sesudah melakukan jual beli dan salah seorang dari 
keduanya belum meninggalkan tempat jual beli, maka jual beli itu harus 
dilakukan dengan cara yang demikian itu.” 
 
Dalam proses penyerahan gabah yang telah di sepakati di awal transaksi 
ini tidak terdapat proses yang bertentangan dengan Syara’ . semua dilakukan 
berdasarkan kebiasaan pada masyarakat di Desa Duren. gabah kemudian 
ditimbang berdasarkan kesepakatan jual beli, setelah itu gabah dimasukan 
ke dalam karung kemudian di naikan ke truk untuk dibawa oleh pembeli. 
Tetapi dalam proses penyerahan gabah ini ada juga gabah yang langsung 
dikirim dari sawah ke rumah pembeli lalu kemudian menimbangnya di sana. 
                                                          
7 Wawan, Wawancara, Kabupaten Madiun, 11 Juni 2018. 






































A. Kesimpulan  
       Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka disini 
penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan 
Pilagkenceng Kabupaten Madiun dimulai dari penjual menghubungi 
pembeli yang dipercaya, kemudian terjadi penetapan jumlah dan harga 
gabah yang akan dijual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
Adapun penyerahan gabah dilakukan ketika musim panen tiba. Akan 
tetapi, jika hasil panen buruk, maka penyerahannya ditangguhkan pada 
muism panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa 
Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut sudah sah 
menurut hukum karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian 
jual beli dalam hukum positif. Jadi, praktik jual beli gabah tersebut boleh 
dilakukan.   
2. Mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren 
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini sah menurut hukum 
Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun transaksi 
jual beli gabah tersebut termasuk ke dalam jual beli salam. 










































       Berangkat dari analisis dan kesimpulan tentang fakta yang terjadi di 
lapangan, maka penulis memberikan saran berupa: 
1. Bagi pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual 
beli gabah tersebut. Selain mempertimbangkan kepercayaan kepada 
penjual, pembeli juga harus memperhatikan kualitas produk yang akan 
dibeli. 
2. Penjual diharuskan mempunyai komitmen dalam menjaga kualitas  produk 
yang ditawarkan atau hendak dijual, mengingat transaksi semacam ini 
mempunyai resiko akan adanya pihak yang dirugikan. 
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